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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana 

korupsi: 

a. Kebocoran informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi 

karena adanya proses yang menyimpang. Berbagai penyimpangan bisa terjadi 

dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh 

kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. 

b. Saat ini, e - Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam 

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Dengan e- Procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia 

barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, 

lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk 

melakukan pertanggungjawaban keuangan. 

c. Salah satu kelemahan utama dalam proses e - Procurement, sebagaimana 

transaksi eletronik lainnya adalah masalah keamanannya. Selain itu, potensi 

kelemahan yang dapat terjadi adalah ketika ada aplikasi yang salah sehingga 

menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Berbagai 

penyimpangan yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa akan sangat 

terkait dengan motivasi atau tujuan dari para pelaku itu sendiri. 
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d. Pakta Integritas merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan 

pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui 

dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik 

sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut 

dipantau dan diawasi baik oleh Organisasi Masyarakat Madani maupun oleh suatu 

badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam 

proses pengadaan barang dan jasa itu. 

2. Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa 

yang berbasis e- Procurement: 

a. Rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ini 

menganut teori konsekuensialis telah menjamin kepastian hukum dalam proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menganggap suatu pemidanaan 

merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya 

pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam 

pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang 

merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang 

dirumuskan, di mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa 

pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan 

karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada 

alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini. 

b. Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak 

tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal 
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terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan 

umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak 

menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbutan 

pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah 

membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang 

dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling 

sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, 

bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi. 

B. SARAN 

1.  Bagi Pengguna Barang/Jasa 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna 

memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang berbasis elektronik (e- procurement). Serta menjadi 

tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam memahami pengadaan barang/jasa 

pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. 

2. Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang 

diambil guna menciptakan produk hukum yang sesuai dalam pengaturan masalah 

pengadaan secara elektronik di Indonesia serta mengawasi proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 
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